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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telaah

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran BKAD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi No. 1
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haris (Kabid BMD
BKAD), diketahui bahwa secara normatif Perda Provinsi No.
1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
memberikan peran yang cukup besar kepada BKAD dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari pengawasan,
pemeliharaan, dan penghapusan aset. Namun dalam
praktiknya, Belum optimalnya di lapangan dalam prinsip
amanah dan maslahah. BKAD Provinsi Bengkulu telah
menjalankan peran pengawasan, pemeliharaan, dan
pemusnahan aset secara administratif, namun secara faktual
masih ditemukan aset daerah yang kurang terawat. Hal ini
menunjukkan lemahnya penerapan prinsip amanah
(kewajiban menjaga titipan publik) dan prinsip maslahah
(upaya preventif untuk kemaslahatan umum) dalam
pengelolaan aset daerah.

Pembiaran aset tidak diekelola dengan baik termasuk

kategori tabdzir Berdasarkan QS. Al-Isra' (17): 26-27,
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membiarkan aset daerah rusak tanpa pemeliharaan
merupakan bentuk tabdzir (pemborosan) karena menyia-
nyiakan nilai aset publik yang seharusnya dijaga. Hal ini
sekaligus melanggar amanat Pasal 2 ayat (a) Perda Provinsi
Bengkulu No. 1 Tahun 2022 tentang kewajiban
mengamankan barang milik daerah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan

saran kepada pihak pihak terkait sebagai berikut:

. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
BKAD dapat mengambil peran yang lebih proaktif dengan
cara mengusulkan rapat koordinasi berkala bersama
perangkat daerah dan BKAD harus mengalokasikan
anggaran pemeliharaan preventif secara rutin, bukan hanya
bersifat reaktif saat aset sudah rusak, sebagai wujud
implementasi prinsip dar'u al-mafasid mugaddam 'ala jalbi al-
mashalih (menolak  kerusakan lebih utama daripada
mendatangkan kemaslahatan).

. Pemerintah Membentuk tim khusus pemantau aset yang
bertugas memverifikasi kondisi aset secara berkala dan
memberikan sanksi tegas yang lalai memelihara aset

(penegakan prinsip amanah dan pencegahan tabdzir.
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